MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHU !ANAN B

‘ REPUBLH’ INDON ESIA

PERA'I‘URAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN a

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 83/MENLHK/SETJEN /KUM 1 / 10/2016

_ TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL

. DENGAN RAHMAT TUHAN_YANG MAHA ESA

~ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang R

. _bahwé._ untuk met;gprangi kemiskinan, penggangguran.
" dan ketimpangan’ pengelolaén /perhanfaatan kawaéan “
- huta_n maka dlperlukan keglatan Perhutanan Sosial
‘_melalul upaya. pembenan akses legal kepada masyarakat‘-
i setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izm Usaha.
o Hutan - Kemasyarakatan, | Hutan Tanaman - Rakyat,
g ‘.Kemltraan Kehutanan atau pengakuan dan perlmdungan o
o ,masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan‘ -
| jmasyarakat dan kelestanan sumber daya hutan, ' v
,;;vbahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah - Nomor 6
~ Tahun 2007 tentang . Tata Hutan dan Penyusunanf
-'Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
'sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
.Pemermtah Nomor 6 Tahun 2007 tentang ’l‘ata Hutan -
' .dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
S Pemanfaatan Hutan ‘telah’ dltetapkan Peraturan Mentenv -
Kehutanan Nomor ‘P. 55/ Menhut—II/ 2011 tentang _Tata
"Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan .

‘.Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan



. Mengingat -

Tanaman sebagaimana telah diubah ‘dengan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-11/2013 tentang-

Peruvbavhan _atas Peraturan Me‘ntélji Kehutanan : Nomor" L

- P.55/Menhut-II/2011 vtentahg Tata Cai'a Permohonan -

Izin Usaha.'Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-11/2014 tentang

 Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.89/Menhut-1[/2014 tentang Hutan Desa, dan
"Peréturan" Menteri Kehutanan ' Nomor P. 39/ Menhthf R

11/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempatv

Melalu1 Kemitraan Kehutanan;
bahwa dalam rangka penyederhanaan pembenan akses»
kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, perlu -

dilakukan pényerripurnaan pengaturari’ sebagaimana |

‘ | dlmaksud dalam huruf b

.~ bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana :

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

rnenetapkan Peraturan Menteri Llngkungan ‘Hidup dan

| Kehutanan tentang Perhutanan Sosml

. ‘Undang—Undang Nomor 5 Tahun 11990 tentang .
Konserva31 ‘Sumber Daya Alam Hayatl dan Ek031stemnya

’(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 1990 -

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk i
Indonesia Nomor 3419); |

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ,_199.9 tentang - |

‘Kehutanan (Lembaran Negara Republik Ihdonesia-Tahun -
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indone31a Nomor 3888) sebagalmana telah diubah =

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undan_gj

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999‘ téntang_‘_ ,

v »Kehutanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun . e
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubhk e
Indonesia Nomor 4412); e



Undang-Undang Ndrhor 32 Tahun 2009 tentang
Perhndungan dan Pengelolaan Llngkungan Hldup
E (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk»v

Indones1a Nomor '5039);

,Undang—Undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa; |

(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun, 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5_495) ; | _ |

Undang-Undang Nolm‘orv V23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah' (Lembaran Negara Repubhk. :

Indone81a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran B

- ~ Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagalmana v
R telah dlubah beberapa kah, terakhu' dengan Undang- '
; Undang, ‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan chua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
»jIPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk |
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
| " Negara Republik Indone81a Nomor 5679), o o
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

5 *Konserva31 Tanah dan Air (Lembaran Negara Repubhk'_ N

" Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran-
Negara Republik Indonesia Nomor 5608),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 -tentajflg Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan ‘Hutan, :
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
, ‘Negara Repubhk Indonesm ‘Nomor 4696) sebagalmana
_;',telah diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 3‘ :
 Tahun 2008 tentang Perubahan atas | Peraturan .
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
.dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repubhk |

,Indone31a Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran- o

‘ Negara Republik Indone31a Nomor 4818),



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010° tentang
o Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara}.“. .

v Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

' Pengelolaan Kawasan Suaka ~Alam .‘dan. Kawasan_v S

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara .

~ Republik Indonesia ‘Nomor 1 9217) sebagalmana telah‘

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun L

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah'

‘Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan_

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

Vi '-Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330'

11.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor'

5798 |
) ‘101.5 Peraturan Presiden Nomer 16 - Tahun 2015 tentangf‘ |
'Kementerian L1ngkungan 'Hidup dan. Kehutanan o

'(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 - ‘

Nomor 17), | .
Peraturan Menten Kehutanan Nomor P.85/ Menhut—;'

11/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada KaWaSan

. Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam "(Berita
o N‘egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
12.

Peraturan Menteri ngkungan Hldup dan Kehutanan

L Nomor P 18/ Menlhk—Set_]en/ 2015 tcntang Organlsa81 dan

Tata Kerja Kementerian ngkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun ’.

2015 Nomor 713);

13,

Peraturan Menteri Llngkungan Hldup dan Kehutanan'

‘Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1025);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
'KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN SOSIAL. '



BAB I
'KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

. Pengertian

| Pasal 1

Dalam Peraturan Menten ini yang dlmaksud dengan

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan

’ .'lestarl yang dllaksanakan dalam kawasan hutan negara

. atau hutan hak/hutan adat yang dllaksanakan oleh

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat .

v ':.sevbagal.,‘ pelaku utama untuk memngkatkan :
: keS'éjaht'eraannya,_ keseimbangan lingkungan  dan

dinamika sosial budaya - dalam bentuk Hutan Desa,

Hutan Kemasyarakatan, Hutan 'Ta‘nama‘n Rakyat,"Huta'n
Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. | -
Hutan Desa yang selanjuthya disingkat HD adalah hutan :

. negara yang dik_el_ola;olvehkdesa da'n_v dimanfaat'kénr untuk

o kesejahteraan'desa _
Hutan Kemasyarakatan - yang selanjutnya d1smgkat

o 'dengan ‘HKm adalah hutan‘ negara yang pemanfaatan‘ N

utamanya dltu_]ukan untuk memberdayakan masyarakat

Hutan Tanaman Rakyat yang selanJutnya dlslngkat HTR~

'adalah ‘hutan . tanaman pada hutan produk31 yang“

dlbangun oleh kelompok masyarakat untuk

o ‘menmgkatkan poten81 dan kuahtas “hutan’ produks;,‘_

dengan menerapkan sﬂv1kultur dalam rangka menjamin

kelestarian sumber daya hutan.

‘Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya dlslngkat'

HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan -
lindung atau hutan produk31 yang dlbenkan kepada |

- lembaga desa.



Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang ‘selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada‘

kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat >

B untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan f i

hndung dan atau kawasan hutan produksa : N
Izm Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Rakyat yang selanjutnya dlslngkat IUPHHK-
HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasﬂ hutan

berupa kayu dan hasil hutan. 1kutannya pada hutan o

produksi yang d1ber1kan kepada kelompok masyarakat :

- atau }pervorangan dengan menerapkan teknik budidaya

tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamm -

kelestarian sumber daya hutan.

Pemanfaatan ‘Hutan adalah keglatan untuk.

vmemanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasﬂ hutan

kayu dan bukan kayu melalui pemblbltan, penanaman,

| »‘pemehharaan pemanenan pengolahan dan’ pemasaran:-

berdasarkan_ asas kelestarlan hutan, “sosial dan

lingkungan Adan/ atau dalam bentuk pemanfaatan jasa
lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata jasa ta'tav

air, jasa keanekaragaman hayat1 Jasa penyerapan / o

penylmpanan karbon.

Kemitraan - Kehutanan adalah ker_]a sama antara

- masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang

izin usaha pcmanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam '

pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri

- primer hasil hutan.

10.

11.

12.

Mitra Konservasi adalah ‘masyarakat yang t1ngga1 di

sek1tar _kawasa_n konservasi dan menJad1 peserta”

" kemitraan kéhutanan kbnservasi” sebagai béntuk 'kefja-” o

sama pemberdayaan masyarakat d1 kawasan konserva31

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang - 2

dibebani hak atas tanah. -
Hutan Adat adalah hutan yang berada d1 dalam Wllayah .

masyarakat hukum adat..
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14.

. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya dlsebut,
,Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa

yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.

~Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial ‘yang terdiri | |

dari warga Negara Republik Indone31a yang tlnggal di

- sekitar kawasan hutan d1bukt1kan dengan Kartu Tanda' .

Penduduk atau yang bermuklm di dalam kawasan hutan . |

Negara dlbuktlkan dengan memiliki komunltas sosml

o berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan

15.

16.

17.
18'

bergantung pada hutan serta akt1v1tasnya dapat

,berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dar1 |

sejumlah individu baik - perempuan dan lak1 lak1 yang -

A 'vberasal dari. masyarakat setempat : .
‘Peta Indikatif Areal Perhutanan Somal yang selan_]utnya
'd1smgkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan :

"hutan negara yang dlcadangkan unt:uk perhutanan' o

sosial.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan-

L kabupaten /kota.

19,

- 20.

- 21.

Menten " adalah menten yang dlserahl tugas dan

; bertanggung Jawab di bldang hngkungan h1dup dan '

| 'kehutanan ’

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jendera.l pada

_Kementenan Llngkungan Hidup dan Kehutanan :

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

‘membidangi Perhutanan = Sosial = dan  Kemitraan

| ’ Llngkungan

22.

23.

Kepala Dinas adalah kepala dmas provmsx yang

membidangi kehutanan.

'Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlsmgkat UP’I‘
- adalah Unit Pelaksana ‘Teknis yang membidangi
vPerhutanan Sosml dan Kemitraan Llngkungan atau UPT
yang d1tugas1 oleh Direktur Jenderal untuk rnenangam

.perhutanan sosial.



24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial ‘yang

(1)

)

b
- C.
d

o

L.

selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok ker;]a :

yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan

percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
‘Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menterl ini dlmaksudkan untuk memberlkan

pedoman pemberlan hak 'pengelolaan penzman,‘

kemltraan dan Hutan Adat d1 bxdang Perhutanan 80818.1

Peraturan Menterl ini bertujuan untuk menyelesalkan- o

permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat

setempat dan masyarakat hukum a,davtAyavngv berada di - |

dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Bagian Ketiga A
Prinsip Perhutar‘lan'S‘osial‘ -

Pasal 3 .
vPengelolaaan Perhutanan Sosml d_engan memperhatikan,
ipnns1p | | v' o L
‘a.  keadilan;

. keberlanjutan,
kepastian hukum;
partisipatif; dan

bertanggung gugat.

. Bagiai'ri Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

: Ruang hngkup peraturan ini meliputi:

~ hutan desa;



o e T

(1)

@

A}j @ .

' -memasukkan

e

hutan kemasyérakatan;

: vhutafn tanamanrrakyat;, :

kemitraan kehutanan; dan
hutan adat.

_ S Pasal5 Ll
Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR

--berdasarkan PIAPS.

PIAPS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan
‘ melalul ' ‘

a. harmomsa81 peta yang dimiliki oleh Kementenan

Lingkungan Hldup dan Kehutanan dengan peta yang
dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan'

sumber-sumber lain; dan -

- b. konsultasi dengan pemermtah provinsi, pemerlntah .

kabupaten/ kota, dan para pihak terkait. ’
PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dltetapkan ‘

oleh Menterl dan direvisi setlap 6 (eriam) bulan sekali

’voleh D1rektur Jenderal yang memb1dang1 Planolog1

Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menten .

Revisi - PIAPS sebagalmana dlmaksud pada ayat (3),f -

‘a. areal izin pemanfaatan atau ‘izin penggunaan s

kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya

atau izinnya dicabut atau yang arealnya dlserahkan )

oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau B )
b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK-
HTR yang berada diluar PIAPS. _
VPIAPS . sebagaimana dlmaksud padéA> ayat ‘(v2)

: »dlprlontaskan untuk penyelesalan konﬂlk keglatan '4

 restorasi gambut dan/atau restorasi ek031stem. ,



w

@

&
(2)

(3)
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BAB II

PEMBERIAN DAN PERMOHONAN HAK ATAU IZIN.

- DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN KEHUTANAN :

Bagiah Kesatu -

Hutan Desa

N Paragraf 1

Umum.

Pasal 6 |

‘HPHD diberikan pada

- a. | hutan produk81 dan / atau hutan hndung yang belum, -

dlbebanl izin;

: b. hutan 11ndung yang dlkelola oleh Perum Perhutam'

R _‘dan/atau

.C‘ w1layah tertentu dalam KPH. o
vPembenan HPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)r
- mengacu pada PIAPS.

Pasal 7
HPHD diberikan oleh Menteri. - . . ‘
Pemberian HPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

~ dapat dldelegaslkan kepada gubemur.

'Pendelegasian HPHD sebagaimana' dimaksud pada ayat .
(2): dllaksanakan dengan ketentuan bahwa prov1n51 yang

- bersangkutan telah memasukkan Perhutanan 8031al ke

' Y-Perhutanan - Sosial dan memiliki anggaran dalam; o

@

Adalam rencana pembangunan _]angka menengah daerah

atau mempunyal peraturan gubemur‘ mengenalv'

anggaran pendapatan dan belan_]a daerah.

1 Pendelegas1an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dltetapkan dengan keputusan Menteri.



(1)

(2)
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Paragraf 2

~ Permohonan Hutan Desa.

Pasal 8

,Permohonan HPHD dlajukan oleh satu atau beberapa E

; Vlembaga desa dan diketahui oleh satu atau : beberapa'_'

kepala desa yang bersangkutan
Lembaga desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) "
dapat membentuk

a. kopera31 desa; atau -

- b. badan usaha milik desa setempat

3)

. ayat (1) berada dalam w1layah admlnlstra31 desa

" '.(‘})

(s)

Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dlmaksud pada

‘Loka31 permohonan HPHD sebagalmana dlmaksud pada;

ayat (1) dapat berada da.lam satu kesatuan lansekap
(bentang alam) sebagai upaya pelestarlan ek051stem, dan
dlutamakan berada dalam PIAPS

Dalam hal permohonan sebagalmana dimaksud pada

‘ayat (4) berada di luar PIAPS tetap dapat d1a_1ukan-'

kepada Menteri d1fa3111ta81 oleh Pokja PPS dan sebaga1 o

- bahan revisi PIAPS.

6

Dalam hal satu KPH telah memiliki - rencana pengelolaan ,

“hutan jangka  panjang dan sudah operasmnal'

o .permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (5)

; 'mengacu pada rencana pengelolaan hutan _]angka

)

panjang

VPermohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

- ‘d11amp1n dengan

a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga desay
atau peraturan adat atau peraturan. masyarakat
adat tentang pembentﬁkan- 'lembaga '_adat | yang |
diketahui oleh kepala desa/lurah; '

b. keputusan kepala desa tentang struktur orgamsasy

lembaga de_sa, koperasi desa atau badan usaha milik

desa;



(8)

4y

@)

m

@

(3)

- 12 -

c. gambaran umum wilayah, antara lain kcadaan fisik .

wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan

d. ‘peta usulan lokasi minimal skala 1:'50.000 berupa o

- dokumen tertuhs dan sahnan elektromk dalam

bentuk shape file. '
Pe.rmohonan sebagaxrnana dimaksud pada ayat (1),
diprioritaskan untuk penyelesaian ‘v'kvoriﬂik‘_‘,- kegiatan

restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 9

.Permohonan HPHD dla_]ukan kepada Menten denganf
tembusan kepada '

a. gubernur;
b. bupati/ wahko'ta;
c. k_epalé UP’F;‘,dén
d.v | kepala KPH.

Permohonan sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1) dapat

d1fa3111ta31 oleh Pokja PPS.

Pasal 10

'Tei'hadap vpermoh’o,nan: '_sebagaimana dimakSUd vdalai'r,i '

Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan veﬁﬁkasi

,kelengkapan syarat admmxstram dalam waktu 2 (dua)

hari kerja.

Dalam halv‘kelengkapan syarat administrasi sebagaimana

v dimaksud pada ayat (1) tidak dipehuhi,’Direk’tur Jenderal

me_ngerribalikan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan -

pendampingan  perbaikan  permohonan ~ dengan

L melengkapi per_syaratan administrasi paling _lar'nbaty 7

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
Dalam hal persyaratan administrasi telah . dipenuhi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan

dlajukan kembali - kepada Direktur Jenderal dengan, .

tembusan Menten






